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BUPATI BARITO KUALA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 49 TAHUN 2025 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO 

KUALA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN 

PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 

BUPATI BARITO KUALA,

: a. bahwa sesuai dengan Pedoman Monitoring Center 
Surveilance dan Prevention (MCSP) KPK RI tahun 2025 
diperlukan system pelaporan yang aman dan efektif bagi 
Aparatur Sipil Negara (ASN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 
tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan sistem 
penanganan pengaduan tindak pidana korupsi 
dilingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2109 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5602);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoensia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



Menetapkan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 157);

18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2018 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan 
Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN 
PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 
Tahun 2018 Tentang Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan 
Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 7) diubah, sehingga 
berbunyai sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai ASN yang melihat, mendengar, merasakan 
dan atau mengetahui terjadi atau ada indikasi atau ada 
dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan di jajaran 
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar 
melaporkan/mengadukan kepada Bupati melalui Wakil 
Bupati, Sekretaris Daerah, dan Inspektur;

(2) Pengaduan oleh whistleblower dapat disampaikan secara 
langsung atau melalui kotak pengaduan, kotak pos 
pengaduan, secara tertulis dan beridentitas, kepada Bupati 
melalui Tim Penerima Pengaduan Whistleblower;

(3) Pengaduan wajib dilengkapi dengan fotocopy identitas dan 
bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi 
awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan 
petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan 
pemeriksaan lebih lanjut.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan 
pada .tajrggaUQ November 2025

HRUL 1LMI

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 10 November 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 49


